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: SDM yang pekerja keras, dinamis
Pem.bangunan terampil, dan menguasai IPTEK

SDM ' Mengundang talenta global

P rl o rl tas Ke rj a Pembanéunan Penghubung produksi qan distribusi
2019-2024 ' Infrastruktur T s

Nilai tambah perekonomian

o e . Kendala regulasi disederhanakan,
Slmpllfl kaSI dipotong, dan dipangkas

RGgUlaSi : Omnibus Law

Penyederhanaan birokrasi menjadi 2

Penyederhanaa“ (dua) level eselon

- Birokrasi : Peralihan jabatan struktural menjadi
fungsional

# . Daya saing manufaktur dan jasa
TransformaSI modern bernilai tambah tinggi

Ekonomi



LINGKUP KEBIJAKAN Penyederhanaan Birokrasi

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKELAS DUNIA

Transformasi Transformasi SDMA Transformasi
Organisasi Sistem Kerja

PERANCANGAN
JABATAN,
"ERENCANAAN DAN

PENGADAAN ( Super Apps (Aplikasi Umum SPBE) A
Delayering

BUDAYA KERJA &

Eselonisasi P

RANDING

Digitalisasi

Pelayanan Publik

Organisasi yang FENIOKA T Digitalisasi
Agile, Fleksibel, dan B

Proses Bisnis Pemerintah
Kolaboratif

\Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital J

Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan




TAHAPAN PELAKSANAAN
Penyederhanaan Birokrasi

DASAR KEBIJAKAN

l TAHAPAN
= Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun l PENYEDERHANAAN BIROKRASI
2021 tentang Penyetaraan Jabatan 9 1. Penyederhanaan Struktur
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. W Organisasi adalah perampingan
= Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun unit organisasi Jabatan Administrasi

2021 tentang Penyederhanaan Struktur

S . . pada Instansi Pemerintah untuk
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk . L : .
Penyederhanaan Birokrasi. mengurangl tlngkatan unit organisasi.

» Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun - ﬁ- 2. Penyetaraan Jabatan adalah

22z sty St Nege Pese inens pengangkatan Pejabat Administrasi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi : .
ke dalam Jabatan Fungsional melalui

Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi :
selesai dilaksanakan pada Desember 2021 dan pe nyeS Ualan pa d d J F ya ng setara.
dilanjutkan dengan penyempurnaan sistem kerja 3. Penyesuaian Sistem Kerja adalah
, (&) perbaikan dan pengembangan
SISTEM KERJA adoloh proses dan cara kerja organisasi yang menggombarkan alur pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan . . . .
pelaksana yang dilckuken delam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlion don/atau keterampilan, me ka nisme ke rJ d d an p roses b ISNIS

Sistem Kerjo Serangkaion prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses okfivitas pelaksanaan tugas dan fungsi den ga N mema nfa at ka 1 S P BE .

organiiscsi




PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI
Pada Instansi Daerah

Setiap urusan Hakekat <
pemerintahan memiliki penyederhanaan l‘
spesialisasi dan struktur ialah efisiensi /
karakteristik yang proses pengambilan
berbeda keputusan dalam

struktur

Konsep “one fit for all”’
a tidak bisa diterapkan

o dalam penyederhanaan
struktur perangkat
daerah

Komposisi unsur
pelaksana  ditentukan \
oleh nilai manajerial dan \

komposisi unsur
pendukung ditentukan
oleh nilai pendukung.

Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Instansi * Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah tipologi
Daerah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam perangkat daerah, tetapi menyederhanakan layer susunan organisasi menjadi
Negeri dengan tetap memperhatikan dan diselaraskan 2 (dua) level.

dengan Aspek Penyederhanaan Birokrasi yang * Penyederhanaan struktur tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan,
berlaku secara nasional. tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional.

BerAKH LAK

o stitoviont ol menpan.go.id




' KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN

=S  PENYUSUNAN MODEL PERANGKAT DAERAH

Kebijakan
Penyederhanaan Birokrasi

A 4

Analisis Klasifikasi Organisasi Uji Validasi Kriteria
» Perangkat Daerah Berbasis « Klasifikasi Urusan

Urusan Pemerintahan Pemerintahan

Karakteristik Urusan

\ 4

Pemetaan Klasifikasi
Urusan Pemerintahan

E— Kompleksitas
pesialisasi Urusan Sumber Daya

Rekomendasi Model
Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

t Kementerian PANRB



KRITERIA PENYEDERHANAAN STRUKTUR
PERANGKAT DAERAH

Kriteria Umum
Pengalihan Kriteria Unit Organisasi yang dipertahankan

Kriteria Unit Organisasi yang disederhanakan

9 analisis dan penyiapan bahan dan kebijakan Kewenangan otorisasi bersifat atributif

% koordinasi, pemantauan, & evaluasi kebijakan é Satuan kerjayang memiliki kewenangan
berbasis kewilayahan

g Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan . _ o
Satuan kerja pelaksana teknis mandiri

JH Tugas yang memiliki kesesuaian dgn

“& jabatan fungsional E Unit Kerja pengadaan barang/jasa
® . .
Tugas pelayanan teknis fungsional
\- 8as pelay s j M CEHEREINELED k )
s Penentuan Model v
r Organisasi 4 )
[®] Spesialisasiurusan pemerintahan* ©) )
~— @ Kompleksitas pengelolaan SDM
| Q Karakteristik tugas fungsi
\=/ @ Kompleksitas pengelolaan Aset
¥ sifat pelaksanaan tugas fungsi Model Organisasi
Formalisasi pelaksanaantugas fungsi| ~Pérangkat Daerah
k P g g >) \_ J

*(berdasarkanlampiran UU 23/2014)



'MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR

~ DINAS DAN BADAN

T VAT
2N /A \‘,.J'\\ A7 | LN

Dinas/Badan

Model 1 4'

memiliki 2 (dua)

|
(tiga) Subbagian

] FELDMSOE JABATAM [
- FLRGSIONAL -

Ket Model I: Nilai manajerial fungsi
sangat tinggi dan nilai pendukung Berlaku untuk Urusan Pemerintahan di
sangat tinggi Prov/Kab/Kota

t Kementerian PANRB
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' MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR

INAS DAN BADAN

NN A Z DRV NN /TA ZNNIDRRN] V7 NN ZNDRNY] V2 NN AN ’
\ 7 /4 LD NN/ | |1\ A | yx.’},\\ N .ID,}\

Dinas/Badan

Sekretariat

\
[

1
[TIITTTTTIIII
Subbaglan [T *=weox samatan [T

Model 2

memiliki 2 (dua)
Seksi/Subbidang, dan 1

(satu) Subbagian
TU/Umum Il seksi/ Subbidang

Seksi/ Subbidang

M EELOMSOE JABATAM [

H [T IFILIHTslTII-I [T H
. . . Berlaku untuk Urusan

Ket Model 2: Nilai manajerial fungsi ) : EEIELT A7 LA
. . A . . Pemerintahan di Prov Pemerintahan di Kab/Kota
tinggi dan nilai pendukung tinggi

1. Keuangan

2.Tenaga Kerja 1.Keuangan

3. PU dan Penataan Ruang 2 Pendidikan

4. Kesehatan

t Kementerian PANRB



'MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR

2
el
Y
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
o\ > 1IN . N TA e y AN A AL
| SN o N 4 7S 7 NN

DINEAELEIR

. cren - Bidang I NN INEREEE |
tldak memlllkl - I Subbagian | *eLowox Japaran [ Subbagian
Seksi/Subbidang, tetapi |_ NRERBEREREES

|

M KELOMROK JABATAM [T

memiliki 2 (dua) ] reoreor sewran 1
Subbagian [T

1. Kepegawaian
1. PMD 2. Perdagangan
2. Kepegawaian 3. Komunikasi daninformatika
3. Perencanaan 4. Pengendalian Penduduk dan KB
o . .. . . PMD
Ket Model 3: Nilai manajerial fungsi 4. Perdagangan 5. P .
o . 5. Perumahan dan Kawasan Permukimam 6. Lingkungan hidup
sedang dan nilai pendukung 6. ESDM 7. Tenagakerja
H : 7. Kelautandan perikan 8. Perumahandan Kawasan
tlnggIISEdang 8. Pengendalian Penduduk dan KB Permukimam
9. Sosial 9. PUdan penataan ruang
10.Pendidikan 10.Kesehatan
11. KUKM 11.Perencanaan
12.Komunikasi dan informatika 12.Perindustrian
. Kementerian PANRB 13.Kehutanan 13.KUKM
14.Admindukcapil




' MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR

A E—

Model 4 |

tidak memiliki II

Sekretariat
|
| |
[T
Subbagian T = Pomae [

Seksi/Subbidang, tetapi
memiliki 1 (satu) I

[TTITITITITTT
Subbagian TU/Umum HH cecuwor soeran HH
[TTITITITITTT

Berlaku untuk Urusan
Pemerintahan di Prov

Pengawasan . PPPA
Transmigrasi . Statistik
Perindustrian . Penanaman modal
Pariwisata . Pora

Kearsipan . Litbang
Persandian . Perpustakaan
Admindukcapil . Kebudayaan
Pertanahan . Lingkungan hidup
Pertanian . Pangan

Berlaku untuk Urusan
Pemerintahan di Kab/Kota
. Pengawasan . Pangan
. Persandian . PPPA

. Statistik . Pariwisata
. Pertanahan . Perpustakaan

Ket Model 4: Nilai manajerial fungsi
rendah dan nilai pendukungrendah

. Pertanian . Kebudayaan

. Kelautan & . Litbang
perikanan . ESDM

. Kearsipan N CLTERED

. Pora . Sosial

. Penanaman modal . Transmigrasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

t Kementerian PANRB



PROGRES PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMDA PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMDA KAB/KOTA DI
LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

S Menteri Dalam NegeriNomor

061/4498/0TDA
tanggal 9 Juli 2021

S Menteri PANRB Nomor
B/651/M.KT.01/2021
tanggal 30 Juni 2021

27 Kab/Kota se-Jawa Barat

= Kab. Banjarnegara Kab. Jepara Kab. Sragen

= Kab. Banyumas Kab. Karanganyar Kab. Sukoharjo

= Kab. Batang Kab. Kebumen Kab. Tegal

= Kab. Blora Kab. Kendal Kab. Temanggung

= Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Wonosgpo

= Kab. Berebes Kab. Kudus Kab. Wonogiri
Provinsi Jawa Tengah = Kab. Cilacap Kab. Magelang Kota Magelang

= Kab. Demak Kab. Pati Kota Pekalongan
Pengalihan 584 Jabatan = Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kota Salatiga
Administrasi (54%) = Kab. Pemalang Kab. Purworejo Kota Semarang

= Kab. Purbalingga Kab. Rembang Kota Surakarta

Kab. Semarang Kota Tegal




DUKUNGAN KEBIJAKAN

(Perpres Penyetaraan Penghasilan,
Arsitektur SPBE, PermenPANRB Sistem Kerja)

PENYELESAIAN
PENYETARAAN
JABATAN
TRANSFORMASI

JABATAN
FUNGSIONAL

TINDAK LANJUT

Penyederhanaan Birokrasi

OPTIMALISASI
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI

PENYESUAIAN
MANAIJEMEN KINERJA

PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS
& EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

EVALUASI EFEKTIVITAS & EFISIENSI
TERHADAP ANGGARAN



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DUKUNGAN KEBIJAKAN
Penyederhanaan Birokrasi

Keputusan Menteri

PP Nomor 11 Peraturan Menteri Keputusan Menteri i
Tahun 2017 PANRB Nomor 17 PANRB Nomor 895 PANRB Nomor 998 Ezﬁ;gle Ment7er|
Surat Edaran Tahun 2021 tentan omor

tentang : Tahun 2021 Tahun 2021 tentang 9 Tahun 2022 tentan

Manajemen Menteri PANRB tentang Pendelegasian Standar Penyetaraan : i °
. . . . Sistem Kerja Pada

Pegawai Negeri Nomor 382s.d Penyetaraan Wewenang Pemberian Jabatan dan Jenis el e

Sipil sebagaimana Nomor 393 Jabatan Persetujuan Dalam JF Jabatan Dalam Untuk

diubah dengan PP Tahun 2019 Administrasi ke melalui Penyetaraan Penyetaraan JA ke Penyederhanaan

Nomor 17 Tahun dalam Jabatan Jabatan di lingkungan Dalam JF bagi Birokrasi

2020 Fungsional Pemerintah Daerah Instansi Daerah

I;gr_?rf‘s N;'gf (; Peraturan Peraturan 1.Surat Menteri PANRB
a ‘:" X Menteri Menteri PANRB kepada Mendagri tanggal 27
Organisasi PANRB Nomor Nomor 25 Tahun PANRB Nomor 22 Struktur Organisasi
Kementerian 3 Tahun 2020 2021 tentang Perangkat Daerah
Tahun 2021
Negara tentang Penyederhanaan i
: A tentang Pola Karir 2.Surat Mendagri tangal 31
e Al Manajemen Struktur Pegawai Negeri Mei 2021 Hal
diubah dengan Talenta Organisasiuntuk Sipil Penyederhanaan Struktur
Perpres Nomor 8 Organisasi di Lingkungan
o e Aparatur Sipil Penyederhanaan AR o

Negara Birokrasi



TRANSFORMASI ORGANISASI
INSTANSIPEMERINTAH

ORGANISASI AGILE
Perubahan cepat,

Organisasi Tradisional

(Hierarki) dinamis, sumber daya Fféklf pfiflj(a AI?(SL
yang fleksibel 1 lé an “kota
an garis

A 4

Kepemimpinan Kerja Tim yang
yang mampu bertanggung jawab
mengarahkan dan pada hasil
menggerakkan
BerAKHLAK) Dukungan Tata Kelola Digital
e e s menpan.go.id




KONSEP MEKANISME KERJA
Fleksibel dan Kolaboratif

- -

’ collaborative A
,I Level 1 B ittt ittt > Level 1 ‘\
& A
D > € > SRR DURURURR >

flexible, changeable, moveable

| KELOMPOK JF | |

KELOMPOK JF

\ Akuntabilitas Kinerja & Pengawasan !

S il Dukungan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital ___________________ -

Penugasan JF dan pelaksana:
1. dapatdilakukan secaraindividu/dalamteam
2. dapat bersifat lintas Unit Organisasi/Instansi Pemerintah
3. bersifat flexible, changeable, moveable
4. berdasarkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan
BerAKHI_AK 5. mengutamakan akuntabilitasdan kinerja organisasi

bel Kompeten

armeris oyl Adapi oottt Sehingga menghasilkan keputusan/kebijakan yanglebih cepat & efektif menpan.go.id
e




© & 06 & O

RUANG LINGKUP
Mekanisme Kerja

KEDUDUKAN
* Pejabat Penilai Kinerja
* Kedudukan JF dan Pelaksana dalam struktur organisasi

PENUGASAN
Kedudukan JF dan Pelaksana dalam struktur tugas

PENGELOLAAN KINERJA
PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

PEMANFAATAN TIK
Pemanfaatan layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik menggunakan aplikasi umum berbagi pakai



KEDUDUKAN

KEMENTERIAN
DAN REFGRMASI BIROKRASI S ° ° ° ° °
[} Pejabat Penilai Kinerja
1| Prov: IPT Madya (1B) E
1| Kab/Kota:JPT Pratama (l1A) !
R —— I
PEJABAT PENILAI | ]
KINERJA ASISTEN DAERAH ASISTEN DAERAH
Prov: JPT Pratama (11A) Prov: IPT Pratama (I1A)
* ¢ Kab/Kata: JPT Pratama (lIB) Kab/Kota:JPT Pratama (lIB)
[ [ \ 4
[ | [ | 4
O O KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / KEPALA BIRO /
— / Prov: IPT Pratama (11B) Prov: IPT Pratama (IIB) Prov: JPT Pratama (IIB) Prov: JPT Pratama (11B) |- - - - -= - === === = "= /= =/-=/=-/m-s/s=-s=T=== 1
y KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN - H H H .
v Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator Kab/Kota: Administrator : L4 Pe]a bat Penllal KI ner]a :
T T I T .
KELOMPOKJF DAN PELAKSANA ' adalah atasan langsung dari |
NN RNEENN NENN NN RN AR T ~ KELOMPOK JF DAN : 1 i
HH JF ," JF l[ Pelaksana ]: Pelaksana | s PELAKSANA | Pe_]abat FU ngS|Ona| dan |
Beaitens: FH A A A A e e I I
. Pelaksana dengan ketentuan .
SEKRETARIS DAERAH | . - [
eI . paling rendah pejabat pengawas
I - - - - I
J— e - — b X ' atau pejabat lain yang diberi,
: ASISTEN DAERAH i :[ ASISTEN DAERAH E I - I
i rov: . 1A i 1 rov: ratama 1
| E ial:b:’Kj::a:PlPa'Fal::aé’t{alm.a)[l\B} E E ;ab.fkj:tTafJP;Prat:r:a]tllB! i I pendelegaSIan kewenangan' |
¢ * N - _ 17 [ ——— ;
PEJABAT PEJABAT | I | : :
PeLA P , | DO B PO | P | : e |
l I pnavscin ||| Carsawonn || Cieamsin | (| Ciersiasica ' « Pejabat Penilai Kinerja dapat ,
e T e loMPOKIFDAN ] I : merupakan Pe]abat leplnan I
. PELAKSANA 4 fho PELAKSANA o0 HEH R SR . . . o
i o Jii Ppelaksana i il U Ji] pelaksana | PELAKSANA  PELAKSANA : Tlnggl Madya P PeJabat P|mp|nan :
i SR i S : Ti : Prat Peiabat
! inggi ratama ejaba
4
I - . . I
\ o  Administrator, Pejabat Pengawas
Kab/Kata: JPT Pratama llA) I
PEJABAT PENILAI 1 - H
O KINERIA ~ | ! | ,  atau Pejabat Fungsional yang
. . - |
P iy prov 7 raamatin : diangkat untuk  mempimpin ,
Kab/Kota: IPT Pratama (11B) Kab/Kota: IPT Pratama (11B) I
- - - - I
TLLLLLLL TLLLLL ['\“{ JEENEENEENENNENNENEN] [ I l .................. : suatu unlt kerJa mandlrl. I
"'KELOMPOKJF DAN PELAKSANA T T i KEPALA BIRO / v KEPALA BIRO / A KEPALA BIRO / -\I [I KEPALA BIRO / 1 I
P PP 1| Prov:apT Pratama(is) |1 | | ProvPTPratama(iiB) | ! 1| prov:JpTpratama(ie) | ! 1| Prov:IeT pratama(ug) 1 |_ _________________________
T EENNENEENE NN RN T H KEPALA BAGIAN ' KEPALA BAGIAN " KEPALA BAGIAN ! E KEPALA BAGIAN 1
::{ JF | JE ]I } l[ Pelaksana ]; Pelaksana E: i | Kab/Kota: Administrator | ' Kab,’Kota'A:ﬁm\mstramr it WobYota:Admitracr | J | Liabot: Adiaittor -‘:
sttt e N 1 — —

KELOMPOK JF DAN | E KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA ] I PELAKSANA F }




2
g panrb KEDUDUKAN
Kelompok Jabatan Fungsional

DAN REFORMASI BIROKRASI

PEJABAT PENILAI
KINERJA

o o

P o o mm mm Em o Em Em Em Em Em Em Em Em e e mm Em Em e

« Pejabat Fungsional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama atau Pejabat

e Administrator atau Pejabat

O Pengawas, dan Pejabat Fungsional

! ' diangkat untuk memimpin suatu Unit

I I

I I

I I

I [

I I

I I

I I

I [

I I

I I

I I

I [

I I

I I

' :

} ! ,

PEJABAT PEJABAT | . . I

PENILAI PENILAI I Organ|5a5| . I
KINERJA KINERJA |

| ! '

I I

I I

I I

I [

I I

I I

I I

I [

I I

I I

I I

I [

I I

I

eaasscasaassspemasses susragseataaanaen
. KELOMPOKJF DANPELAKSANA
IEENEEEEN ININENENENEENEENEN

~

= uF )I' nu| JF O |[ Pelaksana ]: Pelaksana |

i o e
INNEENENEEN IINEEEEEE| e e T e e P T
TTTTTTTTTTT TTTTTTTTT I

T EowoGrom [T KeowROKIESAN ] » Penentuan kedudukan dan tanggung
H NEREI \IPEI-‘AKSANA\\‘\ NEREI \: H IEENEEE El I';‘A‘ LITTTITTITTTTT \7— » - 0
U o [eelakaana || [ aF | Pelaksana ]| jawab disesuaikan dengan struktur

organisasi pada masing-masing Instansi
Pemerintah.

G PEJABAT PENILAI
KINERJA

P
KELOMP
T
11 1

« Penempatan Jabatan Fungsional dan
Pelaksana ditetapkan dengan

T Keputusan.
e e g
FH JF ,'. i JF ]I nuni I[ Pelaksana ]; Pelaksana ];:-

o i o
IENNNENEEN e e e e e e e
T 8 B R W

T T T T
Iy REEE Tt T

T

OKJF DAN PELAKSANA
T
1

e
T




PENUGASAN
Kelompok Jabatan Fungsional

__________________________ II_________________________'___Ie )PEJABATPENILAI

. Pejabat Fungsional dan pelaksana 1+ Bentuk penugasan kepada Pegawai | | KINERIA

' dapat bekerja secara individu ! terdiri atas: : ; !

| dan/atau dalam tim kerja. : : a. penunjukan; dan/atau : OPIMPINAN UNOR O PIMPINAN UNOR

| 0

'« Pimpinan Unit Organisasi .1 D pengajuan sukarela. | b

' memberikan penugasan kepada | |+ Penunjukan dilakukan melalui | G ClowroRi aaNrelAcaNA L

. Pejabat Fungsional dan pelaksana | | mekanisme pengajuan permohonan | F{ e i 2 ffif:’ff[I Peiizane | Pelnsans i

| g . . . . I i I e e e e e e e T

'+ Dapat melibatkan Pejabat X kepada Pejabat Penilai Kinerja |

! Fungsional dan pelaksana yang : . »+ Permohonan penugasan dalam bentuk Q ,)

. berasal dari lintas Instansi ‘1 meliputi: | ; ' ,

' Pemerintah. '+ a. maksud dan tujuan permohonan Oﬁ'g”;;ﬁ’;ﬁ O PIMPINAN

! : : i penugasan; : PPK PeK

'+ Penugasan Pejabat Fungsional dan | L <0 4 L danjatay | i 4 N S

. pelaksana dalam tim kerja dapat X ' ketelr:')am iIa’n N diI;utuhkan' | - KELS’E“.ZE.?{XSE“" L KE‘&“E?E&EEA" ]

' melibatkan 1 (satu) atau lebih U oke ektaii a?]' dgihara oy | {_Pelaksana | I T

' jenis Jabatan. | ' pektast yang pran, :

: T d. durasi pelibatan. :

. « Pejabat Fungsional atau pelaksana ! ! : : G o IVPINAN UNOR

: yang berperan sebagai ketua tim i : zies’;n;?;;'gg Ilzee;agda;ulfirr:q?illl::;ebanit : ,) dan PPK

' diutamakan berasal dari Unit ' o .y '

: Organisasi pemilik kinerja | : Organ|sa5| yang §j|tu1u BT : ‘ e Y
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ILUSTRASI MEKANISME KERJA
Squad Team Dalam Satu Perangkat Daerah

------ Bidang A ——————— T Lk ""':
|
I p
1

Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X Melalui Sekretaris1

Sekretaris

4
Kepala PD

T Mengajukan Permohonan
Anggota Tim Lintas Unit
Organisasi Bidang

|
‘ Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X Melalui Sekretaris

Sekretaris

Rekomendasi Penilaian

« .
Pelaporan
Hasi&g‘a

-

Kinerja JF
———————— — R
¥ Rekomendasi Penilaian :
Bi.dang Sekretaris/Bidang Kmerja JF : Bidang
Penilaian Menugaskan untuk Kegiatan X | Menugaskan untuk I Penilaian
. . . 1 Kegiatan X | . 3

Kinerja \(:glam.n' X I . Kinerja

: |

|

: |

------*-----I-
I

o

<

Analis Kebijakan

-
|
1
1
r---*------

>
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ILUSTRASIMEKANISME KERJA
Squad Team Lintas Perangkat Daerah

------ PD (Dinas/Badan) A CEELELE: Q- PD (Dinas/Badan) 8 i T H P (Pinas/Badan) C - phy
! ) |
! !

Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X ,‘

Kepala PD

4
Kepala PD

T Mengajukan Permohonan
Anggota Tim Lintas Unit

|

|

|

| :
Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X

Kepala PD

Rekomendasi Penilaian

q—————————— ]

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-:— ________ — —
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Kinerja JF
¥ Rekomendasi Penilaian :
. . is/Bi Kinerja JF .
Sekretaris/Bidang Sekretaris/Bidang } : Sekretaris/Bidang
Penilaian : Menugaskan untuk Kegiatan X ! Me";fgsa';:‘:‘)‘("t“k : Penilaian
Kinerja | Keslaix I ;  Kinerja
- | |
- : I -
I I

<

Pelaporan
Hasi&g‘a «

Analis Kebijakan

_______ N A\ E

[y ——————

)2
BerAKHLAK

f .
Harmonis Loyal A’dapti; Kolubo;tlil‘(ompemn m e n p G n . g O . I d




ILUSTRASI MEKANISME KERJA
SQUAD TEAM LINTAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

_________ Sekretariat Daerah I Sekretariat Daerah ——a
Provinsi Gorontalo : Kabupaten Bone Bolango

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

" |
! ! l
| ! '
I : !
! Meminta JF untuk KegiatanZ Meminta JF “"t“k KeglatanZ :
| o “ e |
|
| PyB o Y PyB L ’ |
: Menginformasikan | ] : : ‘I;llengajul_(ra'n F;_e-rmor:gnan : : ' Menginformasikan :
I I nggota Tim Lintas I Penugasan JF I
I Penugasan JF | 1 : ‘ I : I
v | ‘ ! |
| |
I - 1 I
: Menugaskan JF untuk | : L‘ : : Menugasll((an JF . I
; | . . untu |
: KegiatanZ : :  —— P|mp|nan : : Kegiatanz / :
: ] ! KEGIATAN Z P! Pimpinan |
: Pimpinan | ] & P |
A\ 4
] o l ! ~ v ! ! I
! ] Lo & - :
| I Pel n 1 I
1 | ; I |
- - g | D) |
I ' I I I '
1 ‘ - i 1
] : ! Jabatan Fungsional : : ’ :
| | .
: Jabatan Fungsional : : : : Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional :
S ] S 1 ke —————— ]
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panrb PEMBAGIAN PERAN

Menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja organisasi )
Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan strategi dan tujuan
organisasi

Memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumberdaya yang optimal
Memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif

Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit
organisasi

\

v

Level 1

2.

2

VAN

Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan

Menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan
Memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas pelaksanaan kegiatan
Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim

v

vvvy vyW(YvYvvY((vvy vV

Level 2
KEGIATAN

J
Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan \
Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau
keterampilan
Melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim
Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja & Pimpinan
Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja
pejabat fungsional dan pelaksana
\> Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim /

v

Anggota Tim Anggota Tim

Ketua Tim

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ .

)2
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PENGELOLAAN KINERJA
SQUAD TEAM

PERTANGGUNGJAWABAN

Penugasan Individu
Pejabat fungsional dan pelaksana

: Pengelolaan kinerja terdiri atas:
a. penetapan dan klarifikasi ekspektasi

kinerja.
b. pengembangan kinerja melalui umpan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
balik berkala. langsung kepada pimpinan unit

c. evaluasikinerja. organisasl.

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Penugasan Tim !
« Anggota tim melaporkan pelaksanaan :
tugas kepada ketua tim. !

1

« Ketua tim melaporkan pelaksanaan :
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit
Organisasi secara berkala.

» Dilakukan pengawasan berkala
terhadap pelaksanaan tugas.
« Penilaian kinerja dilakukan secara

akuntabel. « Pimpinan unit organisasi secara
""""""""""""""" sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada ketua tim
dan/atau anggota tim kerja. !
>
BerAKHLAK
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KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PROSES BISNIS

MEKANISME KERJA INSTANSIPEMERINTAH

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Unit Organisasi dengan 2 level struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pimpinan T inggi Pratama sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi
2 N
= Selesai
o _/‘
= Perencanaan kinerja
= {penyusunan dan Perumusan strategi Menugaskan JF dan T
M encapaian target kinerja f—| elaksana di bawah
penetapan pencap erj p va
IE Perjanjian Kinerja) bersama koordinasi IPT Pratama
: v
Z - Menerima hasil
& Membagi dan pelaksanaan
£ menunjuk JPT Memberikan arahan dan kegistan
= Pratama se bagai koordinasi untuk
= j kegiatan dan
=z pencapaian target pencapaian target kinerja
® kinerja
@
[
— B
Ez
29
]
]
Z ?.2
e L% Menyusun rencana
™ m £ pelaksanaan .
o5 i Menyusun rincian Pelaksanaan Tidak
8 o s ienth pe kegiatan sesuai
o H T kegiatan perencanaan
hd kinerja
£
B o= Menetaplan, Y
= b Proses Wenetaplan,
B »
T8 memberikan Permohonan memberikan arahan, Pertemuan T"‘:‘a’ Menerima hasil
CE e R Pelibatan JF/ dan Klarifikasi sewaktwaki dan pelaksanaan tugas
B e larifikasi ek pe keasi e T ——————»| pemberian umpan
o oo target kinerja s w3 G balik kepada ketua
E o + tim dan anggota tim
=
s 3
g§E va
£=2 ) >
E 5 Menyampaikan
g £ Perlu JF) Reviu Ya—| hasi pelaksanaan [4—
= E‘ < pelaksara lintas Ketua Tim? kegiatan
E = unit?
© =
@
o
tidak
Menyusun rencana
= pelaksanaan
£ kegiatan dan Menyusun rincian
< o anggaran untuk B
- = pencapaian target kegiatan Pelaksanaan
=8 Kinerja kegiatan
2ET sesuai
& G encanaan
@82 Menyusun rencana L
2 4 s pelaksanaan
S e E kegiatan dan
_g g anggaran untuk Membagi peran
™ 92 pencapaian target anggota tim
@ © kinerja
o @
a iian hasil Menyampaian
p > hasi
—_— kegiatan kegiatan
Menyus un rincian
> p Pertemuan berkala/
kegiatan tu dan Tidak
E kegiatan sesuai [—®| pemberian umpan T
= perencanaan balik kepada
g v anggota tim
2
T Membagi peran

anggota tim




MEKANISME KERJA INSTANSIPEMERINTAH

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Unit Organisasi dengan 2 level struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai Pimpi Unit Organisasi
Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi
@
£
m
= m preyen
i - erencanaan kinerja ) Menugaskan F dan
= Mulsi | (pemyusunan dan R e L pelaksana di bawah
2 y P £40 P e e ™ koordinas Pejabat
= - Perjangan Kinerja) Rerzama Administrator
=
c 't 5 .
TS Mernbagi dan Menerirma hasil
= menunjuk Pejabat pelaksanaan
g5 Rt M e tepnan
[ senagsl ®| pefaksa raan kegistan dan x
B & penarggurgjawat jan target kinerja
s pencapaian target Leli L L .
2 kinerja
&
= &l -
23
o E]
&2 3
[~
3 =
[ Menyusun rencana
- 28
23= e Menyusun rincian Petaksarsan
=2 I kegiatan dan ok = . Tidak
o anggaran untuk = rsan
2 _§ T kegiatan perencanaan
Kinerja
—_— Menetapkan,
— . Proses Menetapkan,
- a memberikan G e TRt Pertermuan berkala/ Menarima hasil
2 & arahan, dan | dan Karifikasi sewakt u-waktu dan | pelaksansan tugas
[ Klarifikasi eks pektasi e v #| pemberian unpan
£ o target kinerjs "“Pk::'.""s" balik kepada ketua
EO X B tim dan arggata tim
=
EE . T
= o individu r N
= § Menyampaikan
o= hasil pelakcanaan
@ CE" . Tirns e rjar J kegiatan
B
tidak____| —
Menyusun rencana v
® pelaksanaan
= | kegiatan dan Menyusin rincian
= gg anggaran untuk pelkcsanaan
T e pencapaian target kegistan Pelaksaraan
e = g kinerja kegiatan
s 7 e i
2388 ERR— perennaan ,
S 8 pelaksansan ¥
= kegiatan dan
2 = anggaran untuk Membagi peran
L] _g pencapaian target anggota tim
T kinerja
T
=3 [ ian hasil Menyarmpaian
B 3| hasl pelak
— - kegi atan kegiatan
Menyusun rincian
» p Pertemuan berkala/
kegiatan et - waktu o Tidak
E kegiatan sesuai [~ pemberian umpan T
E perencanaan balik kepada
[} ¥a anggota tim
2
T Membagiperan |
anggota tim




PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI

'+ Instansi Pemerintah mengutamakan i
. layanan administrasi pemerintahan berbasis |
. elektronik melalui pemanfaatan aplikasi !
' SPBE (aplikasi umum berbagi pakai)
' yang terintegrasi dalam mendukung :
' mekanisme kerja Instansi Pemerintah. :

Q

¢

« Keterpaduan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam
mendukung mekanisme kerja
dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE
Instansi Pemerintah.

Ve f@ = 4
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